PILKADES LOBAR AKAN DIGELAR PERTENGAHAN TAHUN DENGAN ANGGARAN RP3,8
MILIAR

Tlustrasi

Lombok Barat (Inside Lombok) — Perhelatan Pilkades serentak 24 desa di Lombok Barat rencananya akan
digelar pada bulan Juli mendatang. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp3,8 miliar. “Perkiraan saya itu
Pilkades akan kita gelar bulan Juli, jadi masih relatif banyak waktu dan kemungkinan saat itu vaksin
sudah tersalurkan” kata Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, belum lama ini.

Ia menyebut adanya kemungkin akan digelar Juli, lantaran ia menilai itu tidak mungkin dilaksanakan
awal tahun. Karena belum adanya kejelasan terkait vaksinasi. “Kita mau adakan Maret kan berarti
kegiatannya harus mulai dari sekarang. Kalau April kan Lombok Barat ulang tahun, masuk puasa lagi.
Sehingga kemudian itu akan kita laksanakan setelah lebaran” imbuhnya.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lobar, Heri
Ramadhan. Bahwa Pilkades tahun ini harus memperketat protokol kesehatan. Dari 24 desa yang akan
menyelenggarakan Pilkades, terdapat 419 sebaran TPS. Namun, data ini, diakui Heri, bisa saja berubah
dan bertambah. Guna dapat memecah konsentrasi supaya tidak terjadi kerumunan.

“Strateginya juga mungkin nanti bisa disiasati dengan pemilihan yang diatur perjam” paparnya saat
dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (06/01/2021). Di mana saat ini, ada 10 desa yang jabatan Kadesnya
menggunakan PLT. Sementara untuk Kades yang masa jabatannya akan berakhir pada 18 Februari
mendatang ada sekitar 14 Desa. Pihaknya pun saat ini tengah menyusun regulasi' terkait bagaimana
sistem Pilkades di masa pandemi saat ini. “Selain saat pemilihan, saat pelantikan juga kita akan batasi
untuk tidak mengundang banyak orang” imbuhnya.

Di mana Pemda telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,8 miliar untuk penyelenggaraan pesta
demokrasi desa tahun ini. Dengan rincian, Anggaran yang akan ditransfer ke desa sebesar
Rp1.884.959.4000, yang melekat di BPKAD. Kemudian anggaran untuk panitia kabupaten dialokasikan
sebesar Rp 875.032.000, melekat di DPMD.
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Dilanjutkan dengan anggaran pelatihan awal sebesar Rp 592.408.600, yang juga melekat di DPMD. Serta
anggaran pelantikan sebesar Rp 147.600. 000 juga melekat di DPMD. Yang terakhir terkait dengan
alokasi anggaran untuk pengamanan oleh Polres dan Kodim sebesar Rp 300.000.000 yang melekat di
BPKAD.

Sumber berita:
1. https://insidelombok.id/berita-utama/pilkades-lobar-akan-digelar-pertengahan-tahun-dengan-
anggaran-rp38-miliar, Diakses 06 Januari 2021;
2. https://www.suarantb.com/anggaran-pilkades-serentak-dialokasikan-rp38-miliar, Diakses 05 Januari

2021

Catatan:
Dalam ketentuan yang dikeluarkan Kementerian dalam negeri (c, dalam pasal 4 menyatakan bahwa:
Pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan
dengan mempertimbangkan:
pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala Desa di wilayah kabupaten/kota;
b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
c. ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memenuhi
persyaratan sebagai penjabat kepala Desa.'
Lebih lanjut pemilihan kepala desa secara bergelombang dilaksanakan paling banyak 3 kali dalam waktu
6 tahun.” Yang dalam pelaksanaan mengenai ketentuan teknisnya terkait interval waktunya diatur lebih
lanjut dengan keputusan Bupati/ Walikota.
Dalam UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 31, menyatakan bahwa pemilihan kepala desa
a. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
b. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa

secara serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

! pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
? pasal 4 ayat (2) Permendagri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
® pasal 4 ayat (3) Permendagri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
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c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.*

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan

merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

Endnote/ Catatan Akhir

i regulasi/re-gu-la-si/ /régulasi/ n pengaturan;[vide: https://www.kbbi.web.id/regulasi]

* pasal 31 Ayat (1), (2), (3) UU 4 Tahun 2014 tentang Desa
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